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BAB I
PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang Permasalahan
Walaupun telah banyak kemajuan yang dicapai dalam bidang Administrasi Publik, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kepekaan administrasi, namun masih banyak penyakit administrasi/patologi birokrasi yang banyak dijumpai di kebanyakan negara sedang berkembang, dan juga Indonesia. (Zauhar, 2007)
Dalam upaya memantapkan eksistensi kemanfatannya dalam memberikan pelayanan kepada warga negara, administrasi negara telah mengalami perkembangan yang dinamis. Sebagaimana tampak dari lahirnya beberapa model dari administrasi Negara kontemporer, antara lain meliputi model birokrasi klasik yang mempunyai dua komponen penting yakni mengenai struktur atau kerangka suatu organisasi dan cara-cara yang digunakan untuk mengatur orang-orang dan pekerjaan dalam kerangka organisasi. Sementara model neobirokrasi lebih menekankan pada proses pembuatan keputusan dalam organisasi. Sedangkan model institusi lebih mengedepankan bahasan tatanan pola nyata dari perilaku organisasi. Adapun model hubungan kemanusiaan (human relations model) lebih menekankan pola dinamika kelompok, latihan kepekaan (sensitivity trainning) dan pengembangan organisasi. Model pilihan publik (public choice model) lebih menitik beratkan pada upaya mengedepankan kepuasan pekerja, perkembangan pribadi, martabat individu dan pilihan publik. (Frederickson, 1977).

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa perilaku administrasi pemerintah pada saat itu selalu dibayang-bayangi oleh keterlibatan perilaku politik. Munculnya kesadaran dari para ahli administrasi untuk memisahkan administrasi dengan ruang lingkup politik dimotori oleh Wilson (1941) dikatakan sebagai berikut : Administrasi berada di luar ruang lingkup politik yang sebenamya. Persoalan-persoalan administrasi bukanlah persoalan-persoalan politik, meskipun politik menetapkan tugas-tugas bagi administrasi, ia tidak boleh dibiarkan untuk memanipulasikan jabatan-jabatan administrasi.
Hasil pemisahan ruang lingkup administrasi dengan politik, adalah semakin memperjelas konsentrasi yang akan dikelola khususnya oleh administrasi negara, antara lain meliputi pembaharuan kepegawaian sipil, gerakan manajer kota, gerakan pemerintah yang baik dan profesionalisasi aparat administrasi pemerintah. Dalam instansi pemerintahan, administrasi negara senantiasa lebih bila dibandingkan dari ilmu politik karena pejabat-pejabat pemerintah memiliki latar belakang pendidikan sebagai spesialis administrasi negara.
Para ahli politik sendiri telah mengakui, bahwa betapa besar peran dan tekuatan birokrasi dalam suatu pemerintahan seperti yang dikatakan oleh Rourke (1976) sebagai berikut:
Aneka macam keadaan dalam kehidupan modern seperti, semakin beratnya bobot pengetahuan keahlian dalam pembentukan kebijakan terus mendorong birokrasi menduduki posisi utama dalam proses pemerintahan, dimana kekuatan birokrasi ini sebagian besar bersandar pada kemampuan luar biasa dari instansi negara sebagai sumber sumber keahlian. Namun untuk sebagian juga fakta bahwa instansi-instansi administratif telah menjadi pusat- pusat utama untuk memobilisasi energi dan dukungan politik. Akibatnya, politik birokrasi (bukan partai politik) lebih menjadi tempat keputusan yang dominant dalam negara modern.
Dalam budaya birokrasi dikenai adanya hubungan sosial yang ekstrinsik antara birokrat atau pegawai satu dengan birokrat lainnya (Weber, 1947). Tapi, hubungan yang intrinsik juga menjadi bagian penting dalam melakukan pekerjaannya sepanjang tidak mengganggu keputusan rasional mereka (Mayo, 1945). Birokrasi yang dikehendaki Weber sering mendapatkan kritik karena birokrasi dianggap tidak manusiawi, tawar, dan tidak menggairahkan. Sebaliknya birokrasi yang dikehendaki oleh Mayo dianggap lebih menggairahkan para pekerja atau birokrat.
Birokrasi merupakan institusi vital yang harus dibangun oleh negara-negara yang sedang melakukan pembangunan ekonomi. Berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia beberapa saat ini rnenjelaskan keajaiban Asia Timur dengan mencatat bahwa, dari perspektif institusional, langkah pertama ini adalah merekrut kader institusional yang kompeten dan relatif jujur dan mengisolasinya dari interferensi politik harian. Ini jelas bahwa di Jepang, Korea, Singapura, dan Taiwan, China, dimana pertumbuhan ekonomi yang cepat terjadi, birokrasi yang terorganisasi dengan kuat memiliki kekuasaan yang besar. Beberapa institusi internasional jelas melihat isolasi birokrasi dari kontrol demokrasi sebagai sebuah kebutuhan institusional negara miskin yang ingin membuat ekonomi dapat tumbuh dan berkembang.
Zauhar (2007) menyatakan birokrasi publik diperlukan untuk manajemen kebijakan, regulasi, keadilan, mencegah eksploitasi, menjamin kontinyuitas dan stabilitas jasa serta menjamin keakraban sosial, namun bukan berarti ia merupakan satu-satunya lembaga yang paling baik dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pada sisi lain, birokrasi sering dikritik karena terlalu tambun, terlalu konservatif, terlalu kental dengan nuansa politik dan terlalu boros.
Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Para teoritikus klasik seperti Fayol (1949), Taylor (1911), dan Weber (1948), selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi.
Model birokrasi telah menerima image publik yang buruk dalam beberapa tahun belakangan ini karena formalitas yang ekstrim dan kakunya organisasi birokrasi tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya di jaman modern seperti sekarang ini, “birokrasi dunia seringkali dijadikan untuk mengkritik kegagalan mengalokasikan kewenangan dan tanggung jawab , kaidah dan rutinitas yang kaku, kesalahan resmi, kinerja yang lamban, buck-passing, prosedur yang bertentangan dan arahan, duplikasi usaha, membangun kerajaan, terlalu banyak kekuasaan yang pegang oleh orang yang salah, pemborosan sumber daya, dan inertia” (Hick dan Gullett, 1975).
Birokrasi dunia, seringkali menjadi sinonim dengan ketidakefisienan organisasi, formalitas, dan lemahnya kepekaan. Bradley dan Baird (1980) menyatakan bahwa “keluhan terhadap birokrasi begitu banyak: ia telah disalahgunakan karena 4oreativitas individu yang bersemangat, mendukung kesesuaian dan modiftkasi kepribadian.
Seiring dengan laju pembangunan di setiap negara tidak terkecuali pada negara berkembang yang masyarakatnya relative rentan karena sedang mengalami masa transisional menurut Riggs disebut dengan istilah Prismatic society, yang telah banyak diuntungkan dengan kelahiran suatu paradigma baru yang lebih mengorientasikan manusia. Paradigma ini mengedepankan suatu pandangan dimana setiap keputusan pemerintah senantiasa memiliki nilai keadilan sosial (social equity) yang jauh dari sikap-sikap diskriminatif. Standar-standar etika dan moralitas harus selalu diperhatikan oleh para birokrat dalam menjalankan organisasi pemerintahan.
(Rawls,1971), seorang teoritisi yang mendukung konsep keadilan dalam pemerintahan mengatakan bahwa bagi kita subyek utama keadilan (justice) struktur dasar masyarakat, atau lebih persis cara bagaimana lembaga-lembaga sosial utama membagikan hak dan kewajiban fundamental dan menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial.
Tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial diharapkan dapat menjauhkan dari kehidupan masyarakat nekrofilia. Fromm menjelaskan bahwa yang dimaksud masyarakat nekrofilia adalah suatu masyarakat yang seluruh tatanannya diadalam dunia serba terbalik, sebuah masyarakat yang pura-pura dan bertopeng. Sebuah masyarakat yang menganggap kesederhanaan sebagai keterbelakangan, kerakusan sebagai suatu kemajuan, kesalehan sebagai suatu serta inhumantas. kedunguan dan kelicikan dianggab sebagai suatu kemenangan. Sebuah negeri (organisasi publik) yang memimpinnya adalah penipu, tokoh agamanya pendosa dan pahlawannya adalah perampok. Bahkan insan nekrofilia yang ekstrim memiliki semboyan hidup kematian. Hakekat nekrofilia adalah keburukan dan kehancuran serta inhumantas. (Zauhar 2007)
Pemerintahan yang baik harus dapat menghindari sikap diskriminasi birokrasi dengan tidak hanya memihak pada sektor formal yang mapan dan stabil, sementara pengabaian kaum minoritas terutama pada sektor informal yang miskin akan sumberdaya ekonomi danpolitik terus berlangsung. Keadaan semacam ini secara moral patut dicela karena apabila terus diabaikan akan dapat melahirkan ancaman konflik.
Dalam hal ini pembangunan yang dilakukan harus benar-benar memihak kepada rakyat yang menekankan nilai pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal. Oleh karena itu pembangunan seperti itu mementingkan sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan masyarakat miskin yang berswadaya. Karena sudah bukan merupakan rahasia umum jika masalah yang dihadapi oleh bangsa sedang berkembang adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan.
Menurut Korten tidak adanya system kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana dinegara-negara maju, orang-orang miskin di Negara-negara sedang berkembang tidak dapat membiayai hidup mereka ketika menganggur. Menganggur berarti mati. Akibatnya mereka menjadi sangat cekatan menciptakan “pekerjaan” sendiri sebagai pedagang kecil.
Berdasarkan Data Biro Pusat Statistik Nasional tahun 2010 dimana angkatan kerja Indonesia telah mencapai 128.531.181 jiwa, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 59,70 persen sehingga terjadi penggangguran terbuka sebesar 10.370.040. Apabila dicermati secara seksama bahwa antara jumlah angkatan kerja dengan tersedianya peluang dan kesempatan kerja disektor formal yang tersedia masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi seperti inilah aktifitas kegiatan sektor informal merupakan alternatif yang terbaik sebagai upaya untuk memperoleh penghasilan dan mempertahankan hidup keluarga.
Adapun secara jelas mengenai tingginya Angkatan Kerja serta besarnya jumlah pengangguran dapat diLihat pada tabel 1.1 sebagaimana yang tampak di bawah ini.
Tabel 1.1
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan  (Tahun 2008 sampai Agustus 2011)

	NO
	KETERANGAN
	2008
	2009
	2010
	Agt 2011

	1
	Penduduk Berumur Kurang dari 15 tahun
	23.329.747
	25.239.667
	28.268.427
	30.529.901

	2
	Penduduk Berumur 15 Tahun KeAtas
	166.641.050
	168.264.448
	186.773.537
	203.583.156

	3
	Angkatan Kerja
	111.947.265
	113.744.408
	128.531.181
	137.528.364

	4
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	67,18%
	67,06%
	69,70%
	71,80%

	5
	Bekerja
	102.552.750
	104.485.444
	117.023.697
	124.045.119

	6
	Pengangguran Terbuka*)
	9.394.515
	9.258.964
	10.370.040
	11.407.044

	7
	Tingkat Pengangguran Terbuka
	8,39
	8,14
	9,12
	9,94

	8
	Bukan Angkatan Kerja
	54.693.785
	54.520.040
	61.062.445
	67.779.314

	9
	Sekolah
	13226066
	13.665.903
	15.305.811
	16.377.218

	10
	Mengurus Rumah Tangga
	32.770.941
	32.578.420
	36.487.830
	39.406.857

	11
	Lainnya
	8.696.778
	8.275.717
	9.268.803
	9.917.619

	TOTAL
	189.970.797
	193.504.115
	215.041JM
	234113.057


Sumber: www. Sakernas Indonesia.go.id, 2011
Pada tabel di atas pada tahun 2008 angkatan kerja Indonesia adalah 11.947.265 jiwa, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 67,18 persen sehingga terjadi penggangguran terbuka sebesar 9.394.515 atau 8,39 persen. Tahun 2009 angkatan kerja Indonesia adalah 113.744.408 jiwa, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 67,06 persen sehingga terjadi penggangguran terbuka sebesar 9.258.964 atau 8,14 persen.
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Gambar 1.1
Perbandingan Tingginya Angkatan Kerja Serta Besarnya Jumlah Pengangguran Tahun 2009 sampai Agustus 2010

Sumber: Sakemas, BPS (Laporan MDGS), 2011
Berdasarkan gambar di atas tampak jelas perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan tingkat pengangguran yang terdapat di Indonesia, pada tahun 2010 angkatan kerja Indonesia telah mencapai 128.531.181 jiwa, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 69,70 persen sehingga terjadi penggangguran terbuka sebesar 10.370.040 atau 8,75 persen.
Apabila dicermati secara seksama bahwa antara jumlah angkatan kerja dengan tersedianya peluang dan kesempatan kerja disektor formal yang tersedia masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi seperti inilah aktifitas kegiatan sektor informal merupakan alternatif yang terbaik sebagai upaya untuk memperoleh penghasilan dan mempertahankan hidup keluarga.
Kenyataan telah menunjukkan bahwa melemahnya kondisi perekonomian di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia, menjadikan keberadaan sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima (Sidewalk Vendor) djjadikan pilihan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa dalam mengatasi tingginya angka pengangguran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bhowmik (2005):
Lack of gainful employment coupled with poverty in rural areas has pushed people out of their villages in search of a better existence in the cities. These migrants do not possess the skills or the education to anable them to find better paid, secure employment in the formal sector and they have to settle for work in the informal sector. There is another section of the population in these countries which is forced to join the informal sector. They are workers who were earlier employed in the formal sector. They lost their jobs because of closures, down-sizing or mergers in the industries they worked in and they or their family members had to seek low-paid work in the informal sector in order to survive The first category, namely low skilled rural migrants, exist in all countries of Asia but they are more prevalent in the poorer countries such as India, Bangladesh, Nepal, Cambodia and Vietnam. These countries did not have a strong industrial base and in the past too, the urban workforce was engaged mainly in the informal sector.
The second category, namely, workers who were earlier in the formal sector, exists in countries such as Philippines, South Korea, Thailand, Malaysia, Indonesia and India The closure of several industries due to a variety of reasons - outsourcing of work to the informal sector, mergers of some of the corporations, downsizing of the production units, etc - has resulted in large scale unemployment in these countries. In most cases, the informal sector has absorbed these people. In fact it can be observed that even manufacturing units in the informal sector have grown faster than the units in the formal sector.
Berkaitan dengan pernyataan di atas dikatakan juga oleh Simanjuntak, (2005), bahwa dalam situasi kelesuan ekonomi, sektor informal dapat berfungsi sebagai katub pengaman dajarn menampung ledakan penduduk yang masuk pasar kerja, sementara menunggu kegiatan ekonomi membaik.
Sektor informal merupakan perdagangan yang mampu banyak menyerapjumlah pekerja di kota menurut. Manning dan Tadjuddin (2007) sektor informal perdagangan dapat dibagi menjadi perdagangan pasar, pedagang kaki lima dan pedagang kelontong. Salah satu sektor informal perdagangan yang banyak menyerap tenaga kerja di daerah perkotaan adalah unit usaha yang dikembangkan oleh pedagang kaki lima (PKL). Hidayat (2006) menyatakan sebagai berikut; pertama, bahwa sektor ini mempunyai daya serap tenaga kerja, terutama unskilled, yang relatif besar. Kedua, bahwa sektor ini juga memberi kontribusi terhadap pendapatan regional kota bahkan juga pendapatan nasional. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa keberadaan sektor informal pedagang kaki lima mempunyai andil yang cukup berarti dalam memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di kota.
Dalam kurun waktu terakhir ini sektor informal di daerah perkotaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut para ahli, membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja di perkotaan. Sedangkan pertambahan angkatan kerja di kota, sebagai akibat migrasi penduduk dari desa ke kota lebih pesat daripada pertumbuhan penyediaan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran yang diikuti dengan membengkaknya sektor informal di perkotaan. Pada tahun 2002 jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor informal 25% dan meningkat menjadi 35% pada tahun 2006.
Seiring dengan kondisi sosial ekonomi yang belum juga terlihat membaik tentunya berkaitan dengan semakin merebaknya pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal (Informal Sector) menjadi salah satu kajian yang sangat menarik. Sebagaimana dinyatakan oleh (Brairoch dalam Ramli, 2002) bahwa pedagang kaki lima relatif hanya sedikit saja yang dipelajari, menyebabkan pedagang kaki lima hanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas, atau sebagai pekerja sektor tersier sederhana yang bertambah secara luar biasa di dunia ketiga.
Kenaikan informalitas terkait dengan restrukturisasi ekonomi dan krisis ekonomi. Hubungan antara informalitas dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya meragukan tetapi bisa dalam kedua arahan yakni : (i) Pertumbuhan ekonomi dapat memiliki efek ekspansioner atau kontraksionerpada ekonomi informal; dan (ii) Ekonomi informal dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi informal diasumsikan sebagai siklus tandingan, yaitu menurun selama booming ekonomi dan meningkat selama resesi. Namun, aktivitas sektor informal juga bisa meningkat selama booming ekonomi, dimana perusahaan informal mampu untuk merespon dengan cepat atas peningkatan di permintaan dengan menghindari rintangan birokrasi dari pengaturan bisnis formal.
Kajian kemiskinan banyak difokuskan pada masa mendatang nampaknya akan beralih pada persoalan kemiskinan di perkotaan (urban poverty). Salah satu sebabnya adalah kemiskinan perkotaan potensial menjadi sumber masalah sosial ekonomi dan sosial politik yang relatif sulit di atasi serta dapat berakibat meresahkan bagi masyarakat dalam skala yang lebih luas. Fenomena kemiskinan di perkotaan dipicu oleh perkembangan kota yang semakin pesat, tercermin dari pesatnya perluasan wilayah kota, tingginya tingkat urbanisasi, meningkatnya perkembangan ekonomi, yang ditandai adanya konsentrasi berbagai macam kegiatan ekonomi, terutama industri, jasa-jasa modern dan perdagangan berskala besar.
Akibatnya, kaum urban .yang tidak tertampung sektor industri, perdagangan dan sektor formal lainnya, akan berusaha menggeluti sektor informal .yang identik dengan kemiskinan, kekumuhan, ketidaktertiban, ketidakberdayaan dan posisi yang terpinggirkan. Konsep urbanisasi memiliki beberapa pengertian, pertama, urbanisasi bisa berupa proses pengkotaan, baik berupa tingkah laku penduduknya maupun wilayahnya, yang digerakkan oleh perubahan-perubahan struktural dalam masyarakat. Akibatnya daerah-daerah yang sebelumnya merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian yang agraris mengalami proses perubahan .yang mendadak memperoleh sifat kehidupan kota. Kedua, urbanisasi berarti adanya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan atau urbanward migration (Khairudin,2002:).
Kedua konsep pokok ini sulit dipisahkan satu sama lain, karena memiliki keterkaitan dan sering terjadi secara bersama-sama. Dari sudut pandang konsep urbanisasi yang kedua, kota merupakan daya tarik tersendiri bagi penduduk desa, karena adanya anggapan bahwa segala kebutuhan dan kesenangan hidup dapat diperoleh dengan mudah di kota. Sebenarnya ke depan diharapkan bahwa strategi pembangunan kota yang menitik beratkan pada pertumbuhan, telah menciptakan berbagai industri-industri padat modal danpadat tenaga kerja.
Dalam hal perdagangan sektor informal, pedagang kaki lima berkembang dengan pesat, tidak terkecuali tumbuhnya pedagang makanan dan minuman kaki lima yang secara kuantitatif jumlahnya semakin hari bertambah banyak. Permasalahan pokok yang dihadapi sebagian pedagang kaki lima di kota Makassar merupakan sebuah persoalan yang kini menjadi fenomena sosial. Banyaknya kendala tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari internal pedagang kaki lima seperti kondisi fisik yang tidak memungkinkan, keterbatasan modal, keterbatasan pendidikan maupun minimnya pendapatan yang diperoleh, tetapi permasalahan yang dihadapi pedagang kaki lima dapat disebabkan dari faktor lain berupa kondisi eksternal pedagang kaki lima seperti bagaimana sikap yang harus dipilih pada saat menghadapi para aparatur birokrasi yang berusaha menertibkannya.
Seperti diketahui, keberadaan pedagang kaki lima yang sebagian besar menggunakan fasilitas-fasilitas umum secara ilegal, misalkan di pinggiran jalan, pusat keramaian, Alun-alun atau Mall-mall tidak dipungkiri menjadi gejala munculnya ketidaktertiban arus lalu lintas dan kontaminasi keindahan kota. Fenomena seperti yang disebutkan di atas, membuat keadaan tidak bisa berkompromi, yang mengakibatkan pedagang kaki lima mengabaikan segala bentuk kebijakan maupun faktor penghambat untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.
Pada saat yang sama muncul dualisme kepentingan yang berbeda, dimana pada satu sisi pemerintah dan sebagian masyarakat umum menghendaki adanya penertiban penggunaan ruang kota bagi pedagang kaki lima. Sementara pada sisi lain, para pedagang kaki lima menghendaki adanya kesempatan secara relatif lebih bebas menggunakan ruang kota untuk melakukan kegiatan usahanya. Hal ini merupakan suatu dilema dalam penetapan peran birokrasi terhadap penataan ruang kota, dimana sektor informal khususnya kegiatan pedagang kaki lima dapat memberikan kesempatan kerja dan mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari para pengangguran.
Kota sebagai simpul distribusi barang dan jasa mempunyai peran sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Tidak terkecuali kota-kota sekitar dan daerah-daerah yang berdekatan di sekeliling pendukung kota (hinterland). Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Kota organisme hidup, pertumbuhan dan perkembangan kota dipengaruhi oleh dua faktor yang saling berkaitan erat yakni urbanisasi dan karakteristik sosial ekonomi yang tampaknya banyak menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Memang awalnya migrasi dari daerah ke kota (urbanisasi) dianggap sebagai hal yang tidak mengkhawatirkan bagi pertumbuhan suatu perkotaan. Terutama pada masyarakat feodal pra-industri (di Kish, Urbaid), justru urbanisasi sangat diharapkan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dibidang industri.
Dikatakan pula oleh (Welisz, 1971, dalam Evens, 1985) dengan konsepnya urbanisasi sebagai syarat kemajuan sosial dan ekonomi, bahwa “Urbanisasi biasanya erat berkaitan dengan GNP perkapita. Sehingga lajunya urbanisasi di negara-negara sedang berkembang dan terutama di Asia, harus disambut gembira sebagai tanda perkembangan dan dorongan untuk mencapai kemajuan yang lebih pesat pada masa mendatang”. Apabila tingkat urbanisasi yang terlampau rendah dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan kota, akan dapat memperlambat kemajuan ekonomi.
Semakin padatnya penduduk suatu kota jelas akan menambah beban yang harus dipikul pemerintah pusat dan jDemerintah daerah khususnya, untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan seperti lapangan pekerjaan, perumahan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan serta pelayanan fasilitas perkotaan yang lain (Rukmana, 2003). Sebagai konsekuensi logis, berdampak padsijtPla jenggunaan ruang kotajang tersedia. Perebutan penggunaan ruang yang relative tetap dan terbatas oleh semua kelas dan lapisan masyarakat kota tidak dapat dihindari lagi. Dalam kondisi demikian ruang perkotaan mempunyai nilai eksklusif. Setiap orang akan berusaha mendapatkannya sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan yang lebih baik.
Banyak Regulasi perencanaan tata ruang kota yang baik telah dijungkir balikkan dalam implementasinya. Jelasnya bukan hanya karena keterbatasan kemampuan aparat birokrasi pelaksana dalam pengendalian ruang kota, namun lebih jauh karena unsur kesengajaan mengabaikan Regulation tersebut demi kepentingan-kepentingan pribadi. Branch (1995) mengatakan bahwa sebagian besar dari ribuan kota-kota dalam sejarah tidak menunjukkan dengan jelas indikasi bongkar-gusur dalam perencanaan fisik yang selalu muncul dalam berbagai bentuk. Tanpa adanya dorongan dari penguasa, maka kegiatan pembangunan perkotaan akan mengikuti segala keputusan rutin yang dibuat oleh pemimpin lokal atas masalah-masalah, permintaan-permintaan atau peluang- peluang tertentu.
Dalam hal pemanfaatan ruang, Evers (1995) mengungkapkan dalam konsepnya : bahwa sering dijumpai fasilitas kepentingan kolektif tidak berfungsi karena penggunaannya yang menyimpang. Lihat saja di alun-alun serta trotoar-trotoar sepanjang sarana lalulintas pejalan kaki ternyata dipergunakan oleh pedagang kaki lima jyang tidak jarang mereka tetap diharuskan membayar restribusi kepada pemerintah lokal. Pada sisi lain lahan-lahan maupun bangunan strategis di ruislag demi kepentingan dan keuntungan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu degradasi tata ruang kota justru sering diakibatkan oleh para aparatur yang inkosistensi terhadap peraturan yang berlaku.
Memperhatikan pendapat di atas bahwa birokrasi sebagai pelaksana kebijakan mempunyai peran dan tanggung Jawab sangat besar dalam mewujudkan kota yang diidam-idamkan seluruh lapisan masyarakat. Khususnya dalam kaitan dengan rencana tata kota, tanah-tanah yang dipakai tanpa ijin tersebut apabila sudah jelas rencana peruntukan dan penggunaannya, maka tindakan-tindakan pengosongan dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian sebagian halangan dalam pelaksanaan rencana penataan ruang kota dapat disingkirkan dengan menggunakan ketentuan hukum yang ada (Pamudji, 2005).
Ketidak-adilan dan ketidak-keteraturan dalam pelaksanaan penataan tata ruang kota dapat menjadi bumerang bagi suatu kota. Perencanaan penataan tab ruang kota berlandaskan pendekatan sistem, tidak sekedar berkutat seputar mncana fisik spatial dan visual saja melainkan juga mencakup perencanaan amber daya dan perencanaan komunitas sosial. (Foley, dalam Budihardjo, 2004) jauh hari sudah menyatakan, bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah meliputi pendekatan Functionalist dan Formalist yang kemudian diadakan penyempurnaan melalui pendekatan Humanist dan Systematic. Pendekatan- pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemborosan pemanfaatan ruang yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup.
Sejalan dengan tuntutan tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengamankan secara konsekuen dalam suatu regulasi khususnya tentang tata ruang kota untuk mewujudkan keseimbangan tata kehidupan masyarakat manusia secara optimal, serasi dan selaras. Dalam penataan ruang kota tersebut harus memperhitungkan faktor lingkungan yang komplek termasuk opini yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Undang-undang No. 24 tahun 1992 yang dimaksud dengan penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, 1994).
Demikian idealnya suatu kebjakan rencana tata ruang kota, namun dalam pelaksanaan dan pengawasan sering disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang cenderung hanya merugikan masyarakat luas. Bagaimana dapat menghasilkan penataan yang optimal bila para pelaku birokrasi sebagai pengelola perkotaan yang semestinya bertindak sebagai wasit yang jujur dan adil ikut sebagai pemain (Budihardjo, 2005). Tidak jarang para birokrat perencana kota yang seharusnya mengakomodasikan kepentingan rakyat, malah memihak kepada sekelompok penguasa dan pengusaha demi keuntungan diri sendiri. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat pada saat pelaksanaan penataan ruang kota sering berganti orang. Terkadang berbekal cara pandang kapitalisme, mereka telah melecehkan atau tidak peduli terhadap permasalahan yang sebenarnya. Penataan ruang kota tidak dapat hanya mempertimbangkan kepentingan aspek ftsik saja, namunjuga harus tetap memperhatikan pada sub-sistem lain yang memiliki kaitan erat. Adapun ciri utama penataan ruang adalah menghendaki dikembangkannya suatu system keterpaduan yang meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek keamanan dan aspek politik.
Adalah jelas, bahwa target penataan ruang kota selain ingin mewujudkan predikat kota yang bersih, megah, tertib, indah, rapi, lancar, dan sehat, namun tidak kalah pentingnya kota dapat memberikan perasaan damai, aman, dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakatnya. Sehingga konsepsi Syndrom Pareto dapat dihindari yaitu Syndrom yang mengacu pada hukum Pareto yang menyatakan bahwa kelompok menengah atas dilayani oleh 80% fasilitas kota yang terbaik, sementara hanya 20% sisanya harus dibagi oleh kelompok masyarakat yang kondisi ekonominya pas-pasan atau bahkan kekurangan.
Proses perubahan jang berlangsung dengan sendirinya dapat menimbulkan berbagai masalah karena tidak terkendali dan terarah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan kota tidak akan dapat tercapai. Oleh sebab itu diperiukan suatu perencanaan yang mantap baik dalam penciptaan wadah kegiatan pada waktu dan ruang tertentu tetapi perlu. juga adanya penciptaan peluang agar lingkungan kota dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian untuk mencegah hal tersebut diperiukan perencanaan untuk meningkatkan kemampuan daerah baik fisik maupun non fisik.
Agar pengembangan wilayah dapat diarahkan dan dikendalikan maka pemerintah daerah harus mempersiapkan rencana pengembangan kota. Sejalan dengan kebjjaksanaan pemerintah tentang pengembangan kota serta masalah-masalah yang timbul akibat perkembangan kota yang sangat pesat maka penanganan masalah perkotaan harus dipecahkan dengan konsep pendekatan terpadu baik dalam perencanaan lokal maupun perencanaan regional yang harus dikaitkan dengan pandangan .yang lebih luas disesuaikan dengan kondisi suatu wilayah.
Kota sebagai lingkungan kehidupan masyarakat dapat berkembang melalui dua macam proses, proses perkembangan kota tersebut menurut llhami (2002) yaitu:
a.
Proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya (Proses alamiah).
b.
Proses perubahan yang dibentuk, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota (City Planning).
Dengan demikian pengembangan kota perlu dilakukan secara sadar, drarahkan dan dikendalikan melalui proses perencanaan. Jika tidak, maka perubahan yang terjadi dengan sendirinya dapat menimbulkan berbagai masalah yang tidak menunjang bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Mengingat hal tersebut di atas maka perlu ada kejelasan peran dari birokrasi mengenai pengaturan dan tindakan untuk merencanakan fungsi-fungsi kota secara terpadu yaitu menstrukturkan tata ruang yang mencakup satuan wilayah pengembangan dengan kebijakan yang tepat. Beberapa masalah berkembang yang bemiat mengubah kebijakan terhadap sektor informal dari yang sifatnya “melecehkan” (harassment) kepada “penerimaan” (acceptance).
Dengan demikian peran birokrasi berkaitan dengan pengelolaan pedagang kaki lima yang baik jelas sangat dibutuhkan, karena merupakan cermin kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menjalankan tata pemerintahan yang berhasil tanpa harus memunculkan konflik-konflik fisik secara berkepanjangan.
Selama ini, banyak kota-kota telah gagal menghasilkan solusi bagi masalah pengelolaan penataan ruang bagi pedagang kaki lima. Isu pedagang kaki lima kerap menjadi polemik dan tidak jarang menjadi sumber konflik laten yang mengundang adanya tindakan anarkis. Jika birokrasi pemerintah daerah bersikap keras terhadap. pedagang kaki lima, mereka akan dituduh sebagai represif dan tidak pro-rakyat miskin, sementara jika pedagang kaki lima dibiarkan merajalela tak terkendali, birokrasi pemerintah daerah dianggap lemah dan tidak tegas.
Kasus empirik yang terjadi dikota Denpasar Bali, dimana PKL yang kerap menjajakan barang dagangannya adalah kelompok sosial yang paling rentan terhadap perlakuan eksploitatif, baik secara ekonomi maupun hukum (regulasi). Mereka tidak memiliki pelindung untuk menghindari agresi dari kelompok tak bertanggung jawab yang lebih kuat, yakni oknum aparat atau preman yang menarik pungutan-pungutan liar. Bahkan tak jarang dijumpai PKL yang “main kucing-kucingan” dengan aparat Pemda setempat, karena dianggap liar dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan umum. Tumbuh motif personalisasi ruang, baik dari PKL maupun aparat pemerintahan, mendudukkan fenomena PKL sebagai implikasi dari pranata sosial yang lahir secara wajar karena konsekuensi politik, ekonomi dan sosial budaya.
Hal inilah yang makin menguatkan terjadinya personalisasi ruang di pusat Kota Denpasar. Berbagai persepsi yang kemudian berkembang di masyarakat adalah bahwa pelaku pemanfaatan lahan di pusat kota bukan lagi merujuk kepada orang-orang yang marjinal untuk bertahan hidup, namun sudah merupakan kelompok terpolitisasi yang mengatasnamakan kemiskinan. Hal ini terlihat karena aktor yang memanfaatkan “lahan terlantar” di Kota Denpasar ternyata bukan hanya PKL, tetapi juga masyarakat, bahkan termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat.
Lain lagi kasus di Kota Yogyakarta, “Yang tertangkap dalam operasi, sebagian adalah wajah lama. Namun sebagian lagi memang wajah baru .yang ingin mengadu nasib sebagai PKL di kota ini, namun tak punya izin usaha. Nah, wajah-wajah lama inilah yang kami bawa kepersidangan,” “Para camat rata-rata sudah mengunci jumlah PKL di wilayah masing-masing. Izin Penggunaan Lokasi bagi para PKL, yang menyetujui adalah camat. Ke depan, arah penanganan PKL di Kota Yogyakarta memang begitu, yakni membatasi jumlah PKL yang menetap. Ini dengan tujuan agar PKL-PKL lama bisa hidup usahanya. Selain itu, jalanan juga tidak menjadi semrawut,” Lebih jauh tindakan tegas aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sayangnya masih sering dilihat masyarakat sebagai tindakan semena-mena. “Banyak PKL yang ngeyel, ndableg, bahkan melawan petugas. Itu kan sama saja artinya dengan mempermainkan petugas.
Berbeda dengan problematika penataan ruang bagi PKL baik di Denpasar Bali maupun di kota Yogyakarta yakni yang terjadi di Universitas Brawijaya Malang. Para pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal di area Kampus Universitas Brawijaya (UB) mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyusul dilarangnya mereka berdagang di dalan area kampus. Mereka mendatangi Komnas HAM di hotel Santika Malang, Selasa (3/5/2011). Keputusan para PKL itu setelah beberapa upaya agar tetap bisa berdagang tak membuahkan hasil. Sudah lebih sebulan mereka (sekitar 59 pedagang) tidak memiliki penghasilan karena tidak mendapatkan tempat alternatif untuk berdagang.
Sebelumnya, para PKL telah beberapa kali melakukan lobi dengan pihak kampus, namun saat itu proses lobi menemui jalan buntu. Akibatnya, para PKL berupaya meminta bantuan ke LSM untuk melakukan mediasi. Bahkan PKL UB juga telah membawa kasus ini ke para wakil rakyat di DPRD Kota Malang. Namun semua upaya jang telah dilakukan belum menunjukkan tanda adanya solusi. Hingga akhirnya mereka berinsiatif untuk menemui Komnas HAM yang kebetulan sedang adajugas kerja di Kota Malang. Perseteruan antara PKL UB dengan Rektorat UN merupakan permasalahan yang bersifat internal. Karena sebelumnya PKL UB sudah lama berdagang di dalam lingkungan kampus. Bahkan mereka juga pernah menjadi mitra binaan UB. sudah berlangsung sejak tahun 2001.
Entah kenapa, pada Maret 2011 yang lalu rektorat UB mengeluarkan peraturan yang berisi pelarangan berdagang PKL di dalam lingkungan kampus. Syarifuddin menilai telah terjadi komunikasi yang kurang baik antara keduanya. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM akan segera menghubungi pihak UB melalui telephon. Komnas HAM akan mempertanganyakan langsung kasus PKL UB ini kepada rektorat UB. Jika memang belum ada jalan keluar dari kasus ini maka Komnas HAM akan melayangkan surat resmi ke pihak UB.
Demikian pula dengan PKL yang ada di Kota Makassar, banyaknya para pedagang PKL yang datang dari berbagai daerah dengan menjual aneka macam makanan khas dari daerah-daerah kabupaten Makassar sebenarnya memberikan keuntungan bagi para wisatawan yang datang ke Kota Makassar. Akan tetapi para stakeholder perlu memikirkan bagaimana pola penataan PKL yang ada di Kota Makassar agar dapat dialokasikan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. 
Bedasarkan sekilas uraian dari begitu banyak problematika dalam pengelolaan penataan PKL, nampak keterlibatan birokrasi lokal yang dapat bersikap legal formal maupun secara personal dalam upaya untuk menghasilkan solusi yang dianggap paling relevan.
Dengan demikian, adalah logis jika birokrasi dianggap sebagai subyek yang sangat penting bagi siapa saja yang tertibat dalam suatu pemerintahan. Tidak terkecuali bagi orang-orang yang dipekerjakan untuk menyelenggarakan program-program pemerintah (para birokrat) yang jumlahnya begitu banyak merupakan pelaku-pelaku dalam pemerintahan.
Selanjutnya dikembangkan pula konstruksi tipe-tipe ideal yang dapat dijadikan sebagai pisau analisa dari suatu organisasi adalah birokrasi (Bureaucracy) yang memiliki karakteristik, adanya pembagian kerja dan spesialisasi, hirarchi otoritas, penerimaan pegawai berdasarkan keahlian teknis, tekanan pada peraturan formal dan impersonalitas. Konsep rasionalitas sangat berbeda dengan Non-rasional yang dipergunakan dalam klasifikasinya mengenai tindakan-tindakan sosial.
Dalam Kehidupan masyarakat dibagi dalam beberapa stratifikasi sosial, namun yang dianggap fundamental untuk menentukan kelas sosial adalah stratifikasi ekonomi. Kesadaran subyektif dalam stratifikasi kelas ekonomi dapat berupa adanya kesadaran untuk memperoleh kesempatan-kesempatan hidup dalam dunia ekonomi. Hasilnya, adanya keterikatan karena gaya hidup yang sama, nilai serta kebiasaan yang sama, perkawinan dan perasaan jarak sosial dalam kelompoknya.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah konsep legitimasi keteraturan sosial yang absah tidak tergantung semata-mata dari kebiasaan atau kepentingan dari individu, meiainkan didasarkan pada penerimaan individu terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan sebagai sesuatu yang dapat diterima. Pelaksanaan organisasi birokratis yang otoritas legal-formal tersebut sebagai bentuk organisasi sosial yang paling efisien, sistematis dan dapat diramalkan. Bukan lagi organisasi yang tidak efisien, boros dan tidak rasional lagi. Dalam menjalankan organisasi diharapkan mampu mencapai efisiensi, ekonomi dan produktifitas. Sedangkan pengendalian manajerialnya bersifat otoritas dan sentralisasi guna tercapainya nilai-nilai yang telah disepakati.
Erat kaitannya dengan peran birokrasi dalam pengelolaan sektor informal khususnya penataan ruang bagi pedagang kaki lima harus dilakukan berdasarkan adanya keseimbangan dimana pada satu sisi keberadaan pedagang kaki lima tidak mungkin untuk dihapuskan, namun pada sisi lain para pedagang kaki lima beserta aparatur birokrasi harus mampu menjaga dan melaksanakan regulasi penataan ruang kotayang ada secara konsisten.
Tidak terkecuali kota Makassar yang terletak di Sulawesi Selatan semakin berkembang dan mempunyai tingkat perekonomian relatif maju jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya, sehingga tidak mengherankan bila kota Makassar menjadi luberan penduduk dari wilayah sekitarnya. Kota Makassar yang lebih dikenal sebagai sebagai kota pariwisata dan kota perdagangan. Hal ini ditandai semakin maraknya kegiatan bisnis dan perdagangan dari yang modern hingga kegiatan bisnis informal. Kegiatan bisnis modern di kota Makassar ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah market berskala kecil dan menengah bahkan lima tahun terakhir ini semakin bertambah pula jumlah hipermarket yang ada di kota Makassar. Kegiatan bisnis informal juga turut bertambah dengan semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang menempati ruas-ruas jalan raya, emperan pertokoan, lahan fasStas umum bahkan trotoar jalan raya untuk kegiatan usahanya.
Guna menjaga ketertiban dalam tatanan kehidupan maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 yaitu tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. 
Melihat betapa besar peran Birokrasi terhadap upaya pengelolaan sektor informal khususnya bagi pedagang kaki lima di Kota Makassar, kenyataannya masih sering mengalami dilema. Adalah sungguh menarik dilakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Informal Dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada PKL di Kota Makassar).
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dapat diajukan beberapa masalah yang telah dibahas dan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme hadirnya kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar?

2. Bagaimanakah peran aktor dalam mengkoordinasikan tuntutan dan aspirasi warga berkaitan dengan pengelolaan kota bagi sektor informal di Kota Makassar?

3. Bagaimanakah inkonsistensi dalam pengelolaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima di Kota Makassar?

4. Bagaimanakah strategi kebijakan dalam pengelolaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima di Kota Makassar?
C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menginterprestasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mekanisme hadirnya kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar.
2. Peran aktor dalam mengkoordinasikan tuntutan dan aspirasi warga berkaitan dengan pengelolaan kota bagi sektor informal di Kota Makassar.
3. Inkonsistensi dalam pengelolaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima di Kota Makassar.
4. Strategi kebijakan dalam pengelolaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima di Kota Makassar.
D.  Manfaat Penelitian
1.
Manfaat Secara Teoritis
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai landasan dalam mengkaji dan mengembangkan teori administrasi publik dan khususnya berkaitan dengan peran birokrasi lokal dalam pengelolaan sektor informal yang selama ini cenderung lebih mengedepankan pemaksaan (Coersion).

2.
Manfaat Secara Praktis 

Bagi kalangan birokrat lokal hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan langkah-langkah operasional berkaitan dengan perilaku birokrasi terhadap pengelolaan sektor informal berkaitan dengan penataan ruang bagi sektor informal. Selain hal tersebut dapat pula dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan tata ruang kota dalam mengakomodasikan tuntutan dan aspirasi warga kota Makassar dalam menetapkan tata ruang kota bagi sektor informal khususnya sektor informal atau pedagang kaki lima.
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